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ABSTRAK 

 
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan 

transaksi e-commerce lintas negara yang semakin pesat. Namun, transaksi 
tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan bagi konsumen seperti 
barang rusak, barang tidak sesuai deskripsi hingga barang yang tidak 
sampai kepada konsumen. Selain itu, perlindungan hukum terhadap 
konsumen menghadapi kendala karena sulitnya penegakan hukum terhadap 
pelaku usaha dan platform asing akibat perbedaan yurisdiksi antarnegara. 

Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana 
perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam transaksi e-commerce 
lintas negara ? dan (2) apa kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap 
hak konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara ? 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan 
perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin serta berbagai bahan 
hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi e-
commerce lintas negara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap 
hak konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara telah diakui baik 
dalam hukum positif Indonesia maupun hukum internasional. Di Indonesia, 
perlindungan tersebut diatur dalam berbagai regulasi sedangkan secara 
internasional diakui melalui instrumen seperti UNGCP dan UNCITRAL. 
Namun, regulasi Indonesia masih berfokus pada transaksi domestik 
sehingga perlindungan yang diberikan lebih bersifat preventif dan belum 
efektif dalam menindak pelaku usaha asing karena kendala yurisdiksi. Hal 
ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan regulasi negara lain yang dinilai 
lebih siap dan adaptif dalam menangani permasalahan ini. Penyelesaian 
sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, 
termasuk Online Dispute Resolution (ODR). Kendala utama meliputi 
perbedaan yurisdiksi, regulasi yang belum optimal, belum adanya 
pengaturan ODR yang komprehensif, terbatasnya kerja sama internasional 
serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 
harmonisasi hukum, pembaruan regulasi, penguatan kerja sama 
internasional, pengembangan ODR dan peningkatan edukasi hukum bagi 
masyarakat. 

 
 

 

 


